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BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO
NOMCR 477/22/IX/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PUNCAK JAYA
KECAMATAN TALUDITI KABUPATEN POHUWATO PERIODE 2022-2028

Menimbang . a.

Mengingat @ 1.

BUPATI POHUWATO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Pchuwato Nomor 3 Tahun 2015 tenzang
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Bupati menerbitkan
keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala
Desa paling lambat 30 (tiga puluh) har sejak diterirmanya
laporan dari Badan Permusyawaratan Desa,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Puncak
Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Periode
2022-2028.
Undang—U'ndang

Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo

(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060};

Tahun 2003

Bone Bolango dan Kabupaten

Undang-Undang Nomor 6 tentang

Pembentukan Kabupaten

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269).
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua
Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801):

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573). k

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601} sebagaimana telah

”oﬁun\“ diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
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tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573).
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahu 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1409);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tenténg Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah : Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164,

SN Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato 150),
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Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata

Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

G ~ Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201).
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vMemperhatikan. 1. Surat Camat Taluditi Nomor : 100/K.Tldt/ 197/VI11/2022,
tanggal 22 Agustus 2022 tentang Permohonan SK
Pengesahan Kepala Desa;

2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jaya
Nomor : 140/BA/BPD-PJ/44/VIl[/2022, tanggal 12
Agustus 2022 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Mengesahkan Pengangkatan Saudara ABDUL HALIM
AMRAIN sebagai Kepala Desa Puncak Jaya Kecamatan
Taluditi Kabupaten Pohuwato Periode 2022-2028.

e

KEDUA . Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana
telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

KETICA Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA Kepala Desa bertanggung

jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa \
dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya
kepada Bupati.

KEEMPAT . Masa Jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun terhitung
sejak tanggal pelantikan.

KELIMA Masa Jabatan Kepala Desa akan berakhir sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 5 September 2022
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BUPATI POHUWATO,
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